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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudka h-hurufan dari abjad yang satu ke

atin di si
a perangl{atnya

abjad yang lain. Transliteras enyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Lati

A. Konsonan - :',’ e /‘1\
ahasa.ﬁab‘?ang dalarﬁ\sm'ml tulisa
alam»f}nshteram ini sebaglan d'llgmbangk

ang’l'gan dengan tanda, dan sebagla';n Iagl dil

Fonem ko ) dilambangkan

dengan h gan huruf dan

sebagian @ ngkan dengan

huruf dan sekaligus. x

Berikut in ar huruf Arab yang dimaksud dan translitera dengan huruf

latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Nama Huruf Latin a
Alif | Tidak dilambangkan Tida bangkan

- -

Ba B il

Huruf Arab
j

-

z ka dan ha

) De

3 Z et (dengan titik di atas)
D Ra R Er

B Zai Z Zet

o Sin S Es

B Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di

bawah)




L Ta t te (dengan titik di bawah)

L Za V4 zet (dengan titik di
bawah)

& “ain ) koma terbalik (di atas)

£ Gain G Ge

s Fa F Ef

A Qaf Q Ki

4 Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim Em

o Nun En

) Wau We

- Ha Ha

& apostrof

< Ye

B. Vokal
Vokal ri dari vokal

tunggal atau

A atau harakat,

Tabel Transliterasi Voka
Huruf Latin

2. Vokal Ra
Vokal rang erupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
.8 Fathah dan ya Ai adanu
) Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
- X Kataba
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Jd fa'ala
- & suila
<X kaifa
- Jd»  haula
C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda

agai berikut:

kat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:
- JabY143;  raudah al-atfal/raudahtul atfal
- b5zl d%adl  al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
- Al talhah
E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid

ilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah ata id, di i engan huruf, yaitu huruf

Kata sand : uruf, yaitu J,

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:
- Ja3 ar-rajulu
- (Jsl\ al-galamu
- SRl asy-syamsu
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- BEh al-jalalu

G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

- A6 ta’khuzu
- =% syai’un
- ¢35 an-nau’u

-4 inna

H. Penulisan
Pada dasa
kata-kata

rpisah. Hanya
sudah lazim
dirangkai dihilangkan,
maka pe
mengikuti
Contoh:

- S

, dalam
transliterasi ini hur an huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Gaalall Gy Aasl Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/



Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- el gl Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

- Es) 0 A All

A =1+ . —
- G S5V Lillahil-amru jamT an

J. Tajwid

Bagi mere an kefasiha aan, pedoman

lImu Tajwid.

gan pedoman
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ABSTRAK

Habibah Shofia Najwa. 2026. Penegakan Hukum dalam Penertiban Pedagang
Kaki Lima di Lahan PT Kereta Api Indonesia Batang. Skripsi Program Studi
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan. DrFahrodin M.H.I

Penertiban Pedagang Kaki KL) di kawasan Jalan Pattimura

Kabupaten Batang merupaka Daerah dalam menegakkan

peraturan daerah dan men enjadi aset PT Kereta Api

Indonesia (Persero). an persoalan hukum

berkaitan dengan gan pemerir_ltah.'déerah, sta , serta hubungan

pemanfaatan | menganalisis

eh pedagang. Penelitian ipi bertujua

penegakan hu alam"be'nertiban PKL di kawasan Jalan P ra Kabupaten

Batang serta t hukum yang timbul terhadap pedagang v emanfaatkan
lahan PT KAl

Peneli

ini menggunakan jenis penelitian huku piris dengan

pendekatan y empiris yang didukung pendekatan perun ndangan dan

pendekatan ki ata diperoleh melalui wawancara, observas dokumentasi,

kemudian di is secara kualitatif deskriptif. Analisis unakan teori

penegakan hukum Soefjono Soekanto, konsep akibat ‘hukum, serta pengaturan

kan Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Tahun 2021.

PKL dilaksanakan m
peringatan, hingga pe dab A

aan, pemberian surat
elaksanaan penertiban
telah didukung dasar hukum dan koordinasi antarinstansi, tetapi masih menghadapi
kendala terkait fasilitas relokasi, kondisi masyarakat, dan kebiasaan berdagang.
Akibat hukum penertiban berupa penghentian penggunaan lokasi sebagai tempat
usaha, sedangkan hubungan hukum pemanfaatan tanah perlu diselesaikan sesuai

dengan dasar penggunaan masing-masing pedagang. Tanah yang ditertibkan

XVi



merupakan aset PT KAI berstatus Hak Pengelolaan (HPL). Penertiban tidak secara
otomatis menghapus hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sebelumnya.
Rencana pemanfaatan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk
pembangunan ruang terbuka hijau dan saluran drainase telah memperoleh izin PT
KA, tetapi tidak serta-merta mengalihkan Hak Pengelolaan kepada pemerintah
daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan

secara administratif, sedangkan kepasti bungan hukum pemanfaatan tanah dan

perhatian.
, Penertiban, Akibat Hukum,

keberlanjutan usaha pedagang m
Kata Kunci: Penegakan Hu
Hak Pengelolaan.
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ABSTRACT

Habibah Shofia Najwa. 2026. Law Enforcement in the Regulation of
Street Vendors on Land Managed by PT Kereta Api Indonesia in Batang
Regency. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty
of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr.
Fahrodin, M.H.I.

The regulation of stree

ttimura Street area of Batang

Regency is an effort by th

manage land use on eld by PT Kereta nesia (Persero). The

implementation o forcement measures raises

authority of th overnméﬁt, land status, énd-t_.he‘le‘gal r hips governing

land utilizati nforcement in

treet'vendors. This study aims to analyze

the regulation eet vendors in the Pattimura Street area of Regency and

by PT Kereta

the legal con ces arising for vendors utilizing land man
Api Indonesi
This s

approach, su

mploys empirical legal research using an ical juridical

d by statutory and case study approaches. ere collected

through inter , observations, and documentation and su ntly analyzed

using descriptive qualitétive methods. The analysis a[.)p'lies Soerjono Soekanto's

the concept of legal

ng street vendors was

ance, the issuance of
warning letters, and the demolition of business structures on August 5, 2026. The
enforcement process was supported by a legal framework and interagency
coordination but continued to face challenges related to relocation facilities,
community conditions, and established trading practices. The legal consequences

of the enforcement measures include the termination of the use of the location for

XVili



business activities, while legal relationships concerning land utilization must be
resolved according to the legal basis under which each vendor occupied the land.
The land subject to enforcement measures is an asset of PT Kereta Api Indonesia
and is held under Management Rights (Hak Pengelolaan or HPL). The enforcement
measures do not automatically extinguish the rights and obligations arising from
previous agreements. The Batang Regency Government's plan to utilize the land for

the development of green open sp nd drainage channels has obtained

permission from PT Kereta Api ever, such permission does not

XiX
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari
aktivitas ekonomi sektor infogmal yang tidak dapat dipisahkan dari

dinamika perkotaan di Ind hadir sebagai salah satu bentuk

pemenuhan hak warga roleh penghidupan yang layak
Undang-Undang Dasar

an bahwa “Tiap-tiap

ak atgs'pékerjaé'qldén peng ang layak bagi
Dengan demikian, - keberadaan

. P - ‘- v T
manifestasi dari hak ekonomi masyarak

ada dasarnya

harus tetap
leh negara. '

oalan penggunaan tanah untuk kegiatan pe ngan menjadi

mpleks ketika Pedagang Kaki Lima men i lahan yang

m penguasaan atau pengelolaan pihak lai masuk badan

dasar hukum

negara. Penggunaan tanah tersebut memer

agar tidak menimbulkan permasalahan nai hak dan
kewajiban para pihak. Keberadaan PKL pada suatu bidang tanah tidak

mberikan hak untuk

k?tentuén
.

bertindak, sert umyang lah terbentuk. Kondisi

tersebut menu kum dalam mengatur
pemanfaatan tanah agar terdapat kepastian hukum bagi pihak pengelola
maupun masyarakat yang menggunakan lahan.

Permasalahan tersebut ditemukan di kawasan Jalan Pattimura

Kabupaten Batang, tepatnya di sekitar Pasar Induk Batang. Kawasan ini

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).



merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat yang
memiliki sejumlah kios dan tempat usaha di sepanjang jalan. Sebagian
pedagang memanfaatkan lahan yang menurut keterangan PT Kereta Api
Indonesia (Persero) merupakan bagian dari aset perusahaan. Secara fisik,

lokasi yang digunakan pedaga da di kawasan yang berbatasan dengan

tembok pembatas aset dimanfaatkan sebagai tempat
mendirikan kios mau beradaan bangunan tersebut
menunjukkan a

sehingga ' “men emanfaatan tanah,

nertiban.? - N
ereta Api Indonesia (Persero) merupakan

n usaha milik
berbentuk perseroan terbatas dan hemiliki ukan sebagai

m. Sebagai badan usaha yang mengelola as k menunjang

erusahaan, PT KAI mempunyal kep an terhadap

dan pemanfaatan tanah yang berada dal nguasaannya.
rlu dibedakan

ut. Kejelasan

emikian, kedudukan tanah sebagai aset PT

ak atas tanah yang melekat pada bidang
jadi penting untuk menentuka

Pokok Agraria. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum pertanahan
nasional dalam mengatur hubungan antara subjek hukum dengan tanah.®
Pengaturan lebih lanjut mengenai Hak Pengelolaan dan hak atas tanah

terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak

2 Khairani Putri Azzahra and Rahmat Aripin, “Efektivitas Penegakan Hukum Pedagang
Kaki Lima Di Kawasan Pebayan Kota Padang Perspektif Hukum Nasional Dan Daerah,” 2026, 381—
389.

% Menurut Undang-undang Pokok and Agraria Uupa, “Hak - Hak Atas Tanah Dalam Sistem
Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Indah Sari” Vol
9 No 1, no. 3 (2020): 15-33.



Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran
Tanah. Peraturan pemerintah tersebut relevan untuk mengkaji kedudukan
hukum tanah yang dikelola badan usaha milik negara serta hubungan
pemanfaatan tanah oleh pihak lain. Oleh karena itu, PP Nomor 18 Tahun
2021 digunakan sebagai salah satu dasar hukum untuk menganalisis
persoalan pemanfaatan lahan PT KAI yang menjadi lokasi kegiatan
perdagangan di Jalan Pattimur paten Batang.

Pasal 5 ayat (1) erintah Nomor 18 Tahun 2021

mengatur bahwa Ha sal dari tanah negara dapat

diberikan kepad tunya badan usaha milik

ebut menunjukkan

a mi_Iik"neééfa'dabat menjadi pe ak Pengelolaan

emenuhi persyaratan yani;\ di'tEr]tuka m peraturan
ndangan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) me kewenangan

Hak Pengelolaan untuk menyusun re peruntukan,

emanfaatkan

, dan pemanfaatan tanah, menggunakan
kepentingannya sendiri, serta menentukan an/atau uang

an dari pihak lain sesuai perjanjian. Ketentu

sebut menjadi

menelaah hubungan antara pengelolaan tan n penggunaan

edagang. - -
an tanah oleh pihak lain juga
omor 18 Tahun 20

erikan
lain melalui peraturan perundang-
undangan. Hubungan pemanfaatan tanah tersebut perlu diperhatikan karena
tidak semua kegiatan usaha yang berdiri di atas lahan perusahaan memiliki
dasar hubungan hukum yang sama. Penggunaan tanah melalui perjanjian
dengan pihak pengelola memiliki kedudukan yang berbeda dengan
penggunaan tanah tanpa dasar hubungan hukum yang dapat dibuktikan.

Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap penilaian mengenai hak,



kewajiban, serta akibat hukum yang mungkin timbul ketika dilakukan
penertiban atau penghentian pemanfaatan tanah.*

Pemanfaatan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) oleh
pedagang di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang memiliki bentuk
hubungan yang beragam. Sebagian pedagang menyampaikan adanya

hubungan pemanfaatan lahan langsung dengan PT KAI, sebagian

lainnya melalui pihak k dasar pemanfaatan lahan oleh
jelas. Perbedaan tersebut

ukum para pedagang

dalam me an tanah yang digunak ai tempat usaha,

itan glengén fdasér penguasaan, keb erjanjian, serta
ajiban para pihak. Persoalan‘ii]i ‘menjadi untuk dikaji

n yang dimanfaatkan merupakan aset PT dan menjadi

sanaan penertiban PKL. Oleh karena itu, rlukan kajian

genai status dan dasar pemanfaatan tanah t t serta akibat

g dapat timbul dari pelaksanaan pene berdasarkan

raturan perundang-undangan yang berlaku.

radaan bangunan usaha pada lahan P I juga perlu

dari* penggunaan tanah yang termasuk m prasarana
ndang-Undang Nomor

mengenai ruang

n perlind an keselamatan

ian. Ak i seluruh bidang tanah

yang menjadi aset PT KAI secara otomatis termasuk dalam ruang manfaat
atau ruang milik jalur kereta api. Oleh karena itu, penggunaan Undang-
Undang Perkeretaapian sebagai dasar analisis harus disesuaikan dengan
letak, fungsi, dan status tanah yang dapat dibuktikan. Apabila lahan yang

4 Mira Novana Ardani, I G A Gangga, and Santi Dewi, “Perlindungan Hukum Bagi
Pemegang Hak Atas Tanah Yang Tanahnya Berada Di Atas Hak Pengelolaan Jurnal Gema Keadilan
Jurnal Gema Keadilan” 7, no. November (2020): 195-220.



ditempati PKL merupakan aset perusahaan yang tidak termasuk dalam
kawasan prasarana perkeretaapian, persoalan pemanfaatan tanah lebih tepat
dikaji melalui ketentuan hukum pertanahan dan hubungan hukum
penggunaan aset.

Persoalan hukum yang muncul di kawasan Jalan Pattimura tidak
KL pada lahan PT KAI, tetapi juga

hanya berkaitan dengan kebe

mengenai tindakan pene kukan terhadap kegiatan usaha

upaten Batang

ansi_jyang menjalankan fﬁngs_i penata n pembinaan

erta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupa tang sebagai

melaksanakan penegakan peraturan d Keterlibatan

ihak tersebut menunjukkan bahwa pene memerlukan

kan memiliki

mbagian kewenangan agar tindakan yang
yang sesuai.’

enangan Satuan Polisi Pamong Praja da

peraturan daerah diatur dalam Pasal 25
014 tentang Pemerintahan
ol PP dibentuk unt

ketenterama i masyarakat. Pada
tingkat daerah, I Lima terdapat dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan

Perlindungan Masyarakat. Kedua peraturan daerah tersebut digunakan

5> Muhammad Rofi Ramadhan and Hesti Asriwandari, “Pelaksanaan Peran Satuan Polisi
Pamong Praja ( Satpol PP ) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru,” no. 1
(2025): 1-8.



untuk menilai kewenangan dan tindakan penertiban terhadap aktivitas
perdagangan, sedangkan PP Nomor 18 Tahun 2021 digunakan untuk
mengkaji aspek hukum pemanfaatan tanah yang menjadi lokasi kegiatan
usaha.

Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Jalan

Pattimura Kabupaten Bata kaitan dengan upaya Pemerintah

Kabupaten Batang dala nataan kawasan yang sebagian
lahannya merupaka esia (Persero). Keberadaan

pedagang yang ersebut sebagai tempat

persoalan mengenai kum pelaksanaan

enaqgari‘ 'pl“_t;ak" yénﬁ_- tg_},libat, se dukan hukum
anah.oleh para pedagang. Pe‘r‘spa'la‘njni penting untuk

pelaksanaan

na penertiban tidak hanya berkaitan d
erah mengenai ketertiban umum dan penata L, tetapi juga

n dengan ketentuan hukum pertanaha g mengatur

dan pemanfaatan tanah.®

oalan akibat hukum penertiban berkaitan status tanah

PT KAI dan hubungan hukum antara pih ngelola lahan

pedagang. Sebagian pedagang diketahui liki hubungan
secara langsung dengan PT

ahan melalui pih

anyaan mengenai
kewajiban para pihak,
serta kedudukan hukum pedaganglsetelah dilakukan penertiban. Rencana
pengambilalihan atau pemanfaatan lahan oleh Pemerintah Kabupaten

Batang juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu dikaji, terutama

® Hedwig Adianto Mau and Mardi Candra, “Analisis Yuridis Pemanfaatan Barang Milik
Negara (BMN ) Pada Tanah Perkeretaapian Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum” 4, no. 2 (2025):
699-707.



mengenai hubungan antara status tanah, penggunaan lahan oleh pedagang,
dan akibat hukum yang mungkin timbul dari pelaksanaan penertiban.
Penegakan hukum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di
kawasan Jalan Pattimura perlu dikaji dengan memperhatikan ketentuan
hukum yang berlaku dan kondisi pelaksanaannya di lapangan. Persoalan

tersebut berkaitan dengan das kum penertiban, kewenangan aparat,

serta faktor-faktor yang i_pelaksanaan penegakan hukum.

Teori penegakan huk digunakan sebagai kerangka

analisis yang me hukum, faktor penegak

a atau 'fasiljgas, fak arakat, dan faktor

ima_ fa“kt&ir‘f tersebut Thenjadi ntuk mengkaji
enertiban PKL, termasuk ié\nda’la yan api dan upaya
an oVI(eh pihak terkait. Selain ith,'keténtuan m pertanahan
ian dari kajian untuk mengetahui hubungan a status tanah

| dan pemanfaatannya oleh para pedagang.’

olak dari uraian permasalahan terseb

pada penegakan hukum dalam penertiban P

Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten ng. Penelitian

ntuk mengkaji pelaksanaan penertiban ber an ketentuan
Iaku,‘ khususnya peraturan daerah

erta Peraturan Pem

ggunaan

anfaatan tanah yang
um empiris, ketentuan
peraturan perundang-undangan tersebut dikaji dengan memperhatikan hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui pelaksanaan

" Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2007).



penegakan hukum serta akibat hukum penertiban PKL di kawasan Jalan

Pattimura Kabupaten Batang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima
(PKL) di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang?

2. Bagaimana akibat hukum iban Pedagang Kaki Lima di lahan PT

Kereta Api Indonesia aten Batang?

C. Tujuan Penelitia

nertiban Pedagang
n Batang.

g Kaki Lima

i Iahan PT Kereta Api Indone5|a (Persero)

aten Batang.

D. Kegu enelitian

Teoritis

litian Ini diharapkan dapat memberika ntribusi bagi

bangan 1lmu hukum, khususnya dalam hukum tata

dan" hukum administrasi negara yang itan dengan
um dalam penertiban Pedagan i

diharapkan dapat

memahami
badan usaha milik negara serta akibat hukum yang timbul dari
pelaksanaan penertiban PKL.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi Pemerintah Kabupaten Batang dalam melaksanakan penegakan



hukum dan penertiban PKL sesuai dengan kewenangan serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya
dalam penataan kawasan perdagangan yang berkaitan dengan
penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

b.
n dapat memberikan masukan
um dalam pengelolaan dan
yang.menja T Kereta Api Indonesia
susnya't'é.r‘kéi‘t:t}ubung penggunaan lahan
k lain/Serta hak dan Jkewaiib timbul akibat
ana%rxpfébgriiit';’én. B :‘;1:
C. Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini diharapkan dapét memb pemahaman

da masyarakat, khususnya Pedagang Ka a, mengenai

ntuan hukum dalam penggunaan tanah yang la oleh pihak

erta hak dan
kibat hukum

termasuk PT Kereta Api Indonesia (Pers

ajiban pedagang dalam pemanfaatan lahan

dapat timbul dari pelaksanaan pent;r[.ipan.8

akibat hukum ran huk n. Kerangka tersebut

digunakan untu sis pela egakan hukum dalam
penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di lahan PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Kabupaten Batang serta akibat hukum yang ditimbulkan dari
penertiban tersebut.

1. Teori Penegakan Hukum

® Amalia Ramadan, Andi Uceng, And Nur Muhammad, “Terhadap Efektivitas Penataan
Pedagang Kaki Lima Rappang” 17, No. 1 (2025): 114-123.
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Teori penegakan hukum dalam penelitian ini merujuk pada
pemikiran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas
penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

a. faktor hukumnya sendiri (substansi hukum),

. aparat penegak hukum,

b
c. sarana dan fasilita
d

masyarakat, d

hukL_Jm'.t’idak ha knai sebagai penerapan
api se.bz.ig}ii prQEes sosial
a hukurm agar efektif berlaku dala
emperhatikan

spek'keadilan, kemanfaatan, défl' képasti kum. Dalam
unakan untuk
KL) di lahan

dasar untuk

onteks penelitian ini, teori penegakan huku
enganalisis penertiban Pedagang Kaki Li
ilik PT KA. Kelima faktor tersebut m

elihat keberhasilan maupun kendala

penertiban,
i PKL, serta

ermasuk dari sisi aparat, kondisi sosial e

udaya hukum masyarakat. ——

I digunakan untuk
lahan PT Kereta Api

Indonesia  (Persero) Kabupélten Batang, khususnya mengenai
kedudukan hukum pedagang dalam pemanfaatan tanah, hubungan
hukum antara pedagang dengan pihak terkait, serta hak dan kewajiban
setelah pelaksanaan penertiban.’

® Stasiun Depok Baru, Lenteng Agung, and Dan Tanjung Barat, “Jurnal Hukum &
Pembangunan Status Kepemilikan Dan Pemanfaatan Tanah Grondkaart Di” 50, no. 4 (2020),
https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.n04.1043.
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3. Pengaturan Hukum Pertanahan
Pengaturan hukum pertanahan dalam penelitian ini mengacu pada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,
dan Pendaftaran Tanah. Kedua peraturan tersebut digunakan untuk

mengkaji kedudukan huku dasar pemanfaatan tanah yang tercatat

sebagai aset PT Kere ia (Persero). Analisis dilakukan

yang mengatur

an kgwenangan pemerlntah 'tmtuk mewu kemaslahatan

Perspektlf ini dlgunakan sebagal kung dalam

an PT Kereta

aI|S|é penertiban Pedagang Kaki lea (PKL)
donesia (Persero) Kabupaten Batang alui  prinsip

hatan, keseimbangan - kepentingan, pengurangan

ratan. Ketiga prinsip tersebut digunak ntuk menilai

n penertiban dengan memperhatikan kepe

laan aset PT KAI, serta dampak yang dit lkan terhadap

elevan adalah sebagai

berikut :

Tabel 1.1 penelitian yang relevan

No Judul Penelitian Metode dan Hasil Persamaan dan
Penelitian Perbedaan
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1. | Penegakan
Hukum terhadap
Pedagang Kaki
Lima yang
Berjualan di Atas
Trotoar Jalan Abu
Bakar Ali
Yogyakarta
Berda
Pe

Daerah
-

or 26 Tahun
02

|3

e 1
ogyagafth;'._

Metode: Penelitian yuridis
empiris dengan pendekatan
lapangan.

Hasil: Penegakan hukum
dilakukan oleh Satpol PP

i tahapan sosialisasi,

dan penindakan.
Namun,

belum opti
"ferlqajr;ﬁ;{a_.kesa 3
1hakumm:ge§erba ;
lokasi relok\at}\r:,‘s"?"::te} fakt

Anaannya

ekonomi yang 'r.qehdoron
PKL tetap berjuglan di
trotoar.

Jala
Serpo
Satuan Polisi
Pamong Praja
Kota Tangerang
Selatan.?

Penelitian menggune
metode kuali
melalui w ara
observas
dokumentasi. Hz
pene)litian menunjukkan
bahwa penertiban PKL
telah mengacu pada Perda

No. 8 Tahun 2014, namun

S

Persamaan: Sama-
sama membahas
penegakan hukum
terhadap PKL yang
melanggar aturan
penggunaan ruang
publik.

Perbedaan:
Penelitian ini
berfokus pada
trotoar dan Perda
ota Yogyakarta,
sedangkan
penelitian yang
akan diteliti
perfokus pada
penertiban PKL di
ahan milik PT KAl

aset negara)

Sama-

eliti
pan PKL dan

peran aparat

pemerintah dalam

menjaga ketertiban
umum. Perbedaan:
Penelitian tersebut

fokus pada peran

10 Muhammad Zaki Zaidan dan Fitriyah, “Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan
Pasar Serpong oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan,” Departemen Politik dan
llmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, 2023.
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akan 4" P

erlnt%\}' » 4
hadqg

nertiban

dagang Kaki

a di Jalan

ponegoro

2lalui Perda
S

Nomor 3 Tahun

paten

’0

‘u

pelaksanaannya belum
maksimal karena belum
adanya aturan teknis,
kurangnya koordinasi antar

instansi, serta belum adanya

erjualan yang jelas.

Satpol PP di
kawasan pasar,
sedangkan
penelitian ini fokus
pada penegakan
hukum penertiban
PKL di lahan milik
PT KAI Batang.

Pe.n(jltlan me

Fg’ietodﬂjeskrlptl
dengan pgngbgatan e

kebijakan. hg}‘u\pgnelm

menunjukkan bﬁhwa

kebijakan penerpban PK
berdampak positif pada
peningkatan ekonomi da
ketertiban, namun
pelaksanaannya masih
menghadapi kendala
koordinasi antar ins
keterbatasa
‘masalah Sé ,
macet ta

keterba ; ang

sehlngga diperlukan

evaluasi dan revisi

Persamaan: Sama-

sama meneliti

kebijakan
pemerintah dalam
penertiban PKL
Serta pelibatan
aparat pemerintah
daerah. Perbedaan:
Penelitian tersebut
okus pada evaluasi

implementasi Perda

| SUmEnEp,

an

Y

penelitian ini fokus
pada penegakan
hukum penertiban
PKL di lahan milik

kebijakan secara berkala.

PT KAI Batang.

11 Risca Berliana Fahira, “Evaluasi Kebijakan Pemerintah terhadap Penertiban Pedagang
Kaki Lima di Jalan Diponegoro melalui Perda Nomor 3 Tahun 2002 Kabupaten Sumenep,” Fakultas
Ilmu Sosial dan IImu Politik, Universitas Wiraraja Madura.
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Efektivitas
Program
Pembinaan

Pedagang Kaki

Polisi Pamong
Praja Kabupate
Gresik
Berda
Per

') “r’,“)
’0 S

)"

Lima oleh Satuan

ood

’0

ance. 12/ -

/.

Penelitian menggunakan
metode kualitatif deskriptif
dengan wawancara
mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Analisis

gunakan model Miles
an. Teori yang

digunake teori

efektlwtas ' Duncan

F" \ptmsl‘p Good
Governﬁqe'dgrl Unite

Nations DeVQ'ggment

Programme.

n

!

Hasil penelltlanl
menunjukkan bahwa
efektivitas program
pembinaan PKL tergolong
cukup baik dengan capaia
partisipasi 73,6% dan
tingkat kepatuhan 60
Prinsip transg

pons
te

‘akunta}‘bili ,
c‘.&n rule
berjala

’ na
partisipasi PKL dalam
perumusan kebijakan masih

terbatas.

Persamaan: Kedua
penelitian sama-
sama membahas
penanganan
Pedagang Kaki
Lima (PKL) oleh
Satuan Polisi
Pamong Praja
(Satpol PP) serta
faktor-faktor yang

memengaruhi
pelaksanaan
pembinaan dan
penertiban PKL.
Perbedaan:
Penelitian terdahulu

perfokus pada

efektivitas program
pembinaan PKL

Gresik

3

menggunakan
perspektif good
governance.
Adapun penelitian
ini berfokus pada

penegakan hukum

12 Fatqur Rohman, Kristyan Dwijosusilo, and Ika Devy Pramudiana, “The Effectiveness Of

Street Vendor Guidance Program By The Civil Service Police Unit Of Gresik” 01, no. 23 (2025):
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dalam penertiban
PKL di kawasan
Jalan Pattimura
Kabupaten Batang
menggunakan teori
penegakan hukum
Soerjono Soekanto,
serta menganalisis
akibat hukum
penertiban terhadap
pemanfaatan lahan
PT Kereta Api
Indonesia (Persero)

berdasarkan

dan PP Nomor 18
ahun 2021.

Pasar
Abang Provinsi
DKI Jakarta
Berdasarkan
Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun
2007 tentang

PP

berdasarkan ketentuan

peraturan daerah. Penelitian
juga membahas faktor
pendukung dan penghambat
pelaksanaan penegakan

hukum serta pertimbangan

aan fasilitas
umum di Tanah
Abang, sedangkan
penelitian Anda
mengkaji penertiban
PKL di Jalan
Pattimura
Kabupaten Batang

yang berkaitan
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Ketertiban

Umum.13

terhadap hak pedagang.

dengan pemanfaatan
lahan PT KA.

13 Dan Supriyanto Selvia Mutiara Agita, Kadar Pamuji, “Penegakan Hukum Terhadap
Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi Dki Jakarta Berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum” Vol.2 (No. (2020): 614—623.
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Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penertiban Pedagang Kaki
Lima (PKL) merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam
menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban penggunaan ruang.
Pelaksanaan penertiban umumnya dilakukan melalui sosialisasi,
pembinaan, pemberian peringatan, hingga tindakan penertiban oleh aparat
yang berwenang. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi

berbagai kendala, seperti nya kesadaran hukum pedagang,

keterbatasan lokasi relokasi mi, serta koordinasi antarinstansi

yang belum optimal.

umehep juga memperlihatkan‘bahwa pela
ghadapi kendala dalam peneraban kebi , penyediaan
rta koordinasi  antarinstansi. Penelitian m ai penegakan
DKI Jakarta
turan Daerah

faktor-faktor

adap PKL di kawasan Pasar Tanah Al
pelaksanaan penegakan hukum berdasarka

ahun 2007 tentang Ketertiban Umum, ter

ngaruhi  pelaksanaannya. Adapun peneli I Kabupaten
itikberatkan pada efektivitas i

sebut  memiliki

digunakan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada
fokus kajian yang tidak hanya membahas penegakan hukum dalam
penertiban PKL, tetapi juga akibat hukum yang timbul dari penertiban
terhadap penggunaan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Jalan

Pattimura Kabupaten Batang dengan menggunakan teori penegakan hukum
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Soerjono Soekanto untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini mengkaji status
hukum lahan PT KAI, dasar pemanfaatannya oleh pedagang, serta akibat
hukum penertiban terhadap penggunaan dan penguasaan lahan tersebut
dengan memperhatikan ketentuan hukum pertanahan, termasuk Undang-
Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Penelitian ini terletak p nggabungan kajian penegakan hukum

penertiban PKL dengan a kum terhadap pemanfaatan lahan

un yang tidak

ini d’iharabkan dapat membérikaﬁ~ pem n mengenai

ntara kewenangan penertiban oIéh pemeri aerah, status
n PT KAI, dan akibat hukum yang dit

telah dilaksanakannya penertiban.

kan terhadap

G. Meto elitian

penelitian  ini  lebih  terorgani dan  dapat

abkan secara ilmiah, maka peneliti

ukum empiris.

Penelitian iris mer itian yang mengkaji
pelaksanaan alam kehidupan masyarakat dengan melihat
bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Penelitian ini
digunakan untuk mengkaji penegakan hukum dalam penertiban
Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten
Batang serta akibat hukum penertiban terhadap pedagang yang

memanfaatkan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian
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dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku
dengan fakta yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan

(statute approach) dan pe n kasus (case approach). Pendekatan

yuridis empiris digu engkaji pelaksanaan penegakan
Jalan Pattimura Kabupaten

oses penertiban, kendala

rta akipaf hukqm;ya_mg b engan pemanfaatan

eta Ap}'llﬁd_f)"rie'éi’a (Persero).

katan -'perun‘déng-undan.gaﬁ;_ d’igu‘naka k menelaah

n hukum yang menjadi dasar.ﬁer;ertiba pemanfaatan

1960 tentang

ntara lain Undang-Undang Nomor 5 T

n Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang- g Nomor 23
Pemerintah
Atas Tanah,

uran Daerah

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Per.
18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,

Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah,
en Batang Nomor 6 Tahun 2014 tent

enataan dan

Pedagang Kaki Lima, serta Per

peristiwa Pattimura Kabupaten

Batang sebagai objek penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan
memperhatikan kondisi penggunaan lahan, hubungan antara pedagang
dan pihak pengelola tanah, pelaksanaan penertiban, serta kondisi

pedagang setelah penertiban. Ketiga pendekatan tersebut digunakan
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secara saling melengkapi untuk menganalisis kesesuaian antara
ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kawasan Jalan Pattimura Kabupaten

Batang, khususnya pada lokasi yang digunakan Pedagang Kaki Lima

untuk menjalankan kegiat di lahan yang dinyatakan sebagai aset

PT Kereta Api Indon rta instansi terkait yaitu PT KAI,

pengrti‘ban.f,seria aidt_éat’_hgkum rkaitan dengan
tan lahan tersebut. NN

Data Penelitian

!
ber data dalam penelitian ini terdiri atas d imer dan data

r.

Primer

ui wawancara
n PKL, yaitu
pi Indonesia

Data primer diperoleh secara langsung
an pihak-pihak yang berkaitan dengan pe

nsi pemerintah daerah, perwakilan PT Ke
erta pedagang yang terdamp

Data sekunder diper‘oleh melalui studi kepustakaan terhadap
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen
yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan
meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang

14 Elsa Novrima Dewi, Darmini Roza, and Fitra Mulyawan, “Efektivitas Penegakan
Peraturan Daerah Oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Solok”
9, no. 4 (2026): 764-771.
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Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2021, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014,
dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019.
Selain itu, digunakan literatur mengenai teori penegakan hukum,
konsep akibat hukum, serta pengaturan hukum pertanahan yang
berkaitan dengan pemanfaatan aset PT Kereta Api Indonesia

(Persero).

litian ini dilakukan melalui

kepada
an yang berkaltan dengan‘nblaksanaa tiban PKL di
san Jalan Pattimura Kabupaten Bdtang W ara bertujuan

peroleh informasi- mengenai dasar dan S penertiban,

nangan instansi terkait, kendala pelaksana rta hubungan

anfaatan lahan antara pedagang dan pihak p

b. rvasi

Observasi dilakukan melalui pengamata sung terhadap

isi kawasan Jalan Pattimura Kabupaten
ng sebelumnya digunakan' P
Pengamatan dilak

Dokumentasi  dilakukan dengan mengumpulkan dan
menelaah dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti
peraturan perundang-undangan, dokumen penertiban yang tersedia,

foto kondisi lapangan, serta bahan tertulis lain yang relevan.
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Dokumentasi digunakan untuk mendukung dan membandingkan
informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.'®
6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Data yang
diperoleh  melalui ra, observasi, dan dokumentasi

dikumpulkan, dipilih, pokkan sesuai dengan rumusan
masalah peneliti ianalisis menggunakan teori
mengkaji pelaksanaan
an ketentuan hukum

dukan hukum
an Iahan PT Kereta Apl -lnd.onesla (

enertlban terhadap para plhak Hasn anali

serta akibat

ajikan secara
is untuk memperoleh ke3|mpulan yang s dengan fakta

n dan ketentuan hukum yang berlaku.

H. Siste Penulisan

| : PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum menge nelitian yang

ari latar belakang masalah, ru

naan penelitian se

n landasan teori yang
digunakan dalam penelitian, meliputi teori penegakan hukum
Soerjono Soekanto, konsep akibat hukum, serta pengaturan hukum
pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu, bab ini

15 Finka Prisina et al., “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan
Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kaget Kecamatan Stabat” 3, no. 1 (2023): 36-46.
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membahas kedudukan hukum tanah yang menjadi aset PT Kereta
Api Indonesia (Persero) serta ketentuan hukum mengenai
kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban
Pedagang Kaki Lima (PKL).
I1.  BABIIl : HASIL PENELITIAN
Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di

lapangan mengenai ko an pemanfaatan lahan PT Kereta Api

Indonesia (Persero lan Pattimura Kabupaten Batang,
edagang, serta pelaksanaan
elain itu, bab ini memuat

ran instansi terkait,

elaksanaarr penertlban §erta k dagang setelah
kan penertlban dan penataaf'r
IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap hasil

litian dengan

ghubungkan data empiris di lapangan deng ri penegakan

m dan ketentuan peraturan perundang-und yang relevan.

bahasan difokuskan pada penegakan huku m penertiban

berdasarkan lima faktor penegakan hukum no Soekanto,

kedudukan

analisis akibat hukum penertiban te
an tanah, hubungan hukum antar

penerti

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan
dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah mengenai
penegakan hukum dan akibat hukum penertiban PKL di lahan PT
Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Batang. Selain itu, bab

ini memuat saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, PT
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Kereta Api Indonesia (Persero), dan pihak terkait sebagai bahan
pertimbangan dalam pelaksanaan penertiban serta pemanfaatan

tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.




BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penegakan hukum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di
kawasan Jalan Pattimura Kabupaten Batang dilaksanakan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja melalui koordin an PT Kereta Api Indonesia (Persero)

dan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten
pada Peraturan Daerah

Kabupaten Bat entang Penataan dan

ahun Zéléféh'téng Ketertiban U tenteraman, dan

Magya—rakat—;' 'Penegakan. ht‘}kum dilaku lalui tahapan

sosialisasi, pembinaan, pemberian Surat atan, hingga

ran kios pada 5 Agustus 2026. Ditinjau mel ri penegakan

rjono Soekanto, pelaksanaan penertiban t idukung oleh

m dan koordinasi antarinstansi. Namun, sarana atau

syarakat, dan kebudayaan masih menjadi ala, terutama

ngan lokasi relokasi di lantai dua Pasar yang dinilai

tegis oleh sebagian pedagang. Penegaki ukum secara
dilaksanakan, tetapi pelaksana

keberlanjutan usa

Api Indonesia

fisik lokasi seb bagi seluruh pedagang
yang terdampak penertiban. Tanah yang menjadi lokasi penertiban
merupakan aset PT KAI yang berdasarkan keterangan hasil penelitian
berstatus Hak Pengelolaan (HPL), sehingga pemanfaatannya perlu
memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Kedudukan hukum pedagang berbeda menurut dasar pemanfaatan tanah,

109
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baik melalui hubungan langsung dengan PT KAI, pihak ketiga, maupun
penggunaan yang belum memiliki dasar hukum yang jelas. Penertiban
menghentikan kegiatan perdagangan di lokasi tersebut, tetapi tidak dengan
sendirinya menghapus hak dan kewajiban yang masih timbul dari perjanjian
sebelumnya. Penyelesaian hubungan hukum tersebut tetap bergantung pada
ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Rencana pemanfaatan
tanah oleh Pemerintah Kabu
Terbuka Hijau (RTH) d

Batang untuk pembangunan Ruang
inase telah memperoleh izin dan
sebut tidak secara otomatis
mengalihkan Ha a daerah. Oleh karena itu,

dasar hukum yang

asarkan hasil penelitian dan kesimpula ebut, penulis
beberapa saran sebagai berikut.

merintah Kabupaten Batang

mbinaan dan

erintah Kabupaten Batang perlu meningkat

pingan terhadap pedagang yang terd penertiban,

ya berkaitan dengan keberlanjutan  kegi saha setelah
ediaan lokasi penataan henda
i pembeli, dan k

n saluran i
KAI perlu
pemanfaatan tanah yang jelas, dengan memperhatikan ketentuan Hak

berda i an hubungan hukum

Pengelolaan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2021.
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang
Satpol PP Kabupaten Batang perlu mempertahankan pelaksanaan
penegakan hukum secara bertahap melalui sosialisasi, pembinaan,

pemberian surat peringatan, dan tindakan penertiban sesuai dengan
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ketentuan yang berlaku. Pendekatan persuasif dan humanis perlu terus
diterapkan agar pelaksanaan penertiban tidak menimbulkan
permasalahan baru. Pengawasan setelah penertiban juga perlu dilakukan
secara berkelanjutan untuk memastikan lokasi yang telah ditata tidak
kembali digunakan sebagai tempat perdagangan yang bertentangan
dengan peruntukannya.

Bagi PT Kereta Api Indon

sepgl;etay zsételah peherfibar_i: b kerja sama

atan tamah dengan Pemerintah Kabupa atang untuk

gunan fasilitas umum perlu didukt'mg deng umen hukum

elas agar tidak menimbulkan Kketidak n mengenai

gan pengelolaan dan penggunaan tanah.
agang Kaki Lima

gang Kaki Lima perlu memperhatikan statu m tanah yang

an sebagai tempat usaha serta memasti danya dasar
ang sah. Pedagang yang memiliki

aupun pihak keti

memanfaat ' uai dengan peraturan
perundang-undangan agar kegiatan usaha dapat berlangsung secara
tertib dan memiliki kepastian hukum.
Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam
mengenai penyelesaian hubungan hukum pemanfaatan tanah antara PT

KAI dan pedagang setelah penertiban, khususnya yang berkaitan
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dengan keberlakuan perjanjian dan kemungkinan timbulnya sengketa.
Penelitian juga dapat dikembangkan pada aspek pelaksanaan kerja sama
pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan antara PT KAI dan Pemerintah

Kabupaten Batang serta dampak relokasi terhadap keberlanjutan usaha

pedagang.




DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesianomor 23 Tahun 2007 Tentang
Perkeretaapian, Pub. L. No. Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722, Pasal 35-38. (2007).

“Undang-Undang Republik Indonesi
Dasar Pokok-Pokok Agrari

or 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

“Peraturan Daer ahun 2019 Tentang Keterti , Ketentraman,

han Daerah,”

Peraturan Pe blik Indone3|a Nomor 18 Tentang Hak

Pengelo Tanah, Satuan Rumah S ‘ aftaran Tanah

(2021).

“Peraturan G awa Tengah Nomor 7 Tahun 2026 encana Induk

ir Minum Lintas,” 2026.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Laurensius Arliman S. Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat. 1st
Ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

113



114

WAWANCARA

Arif, Lugman Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia(Persero) Daerah

Operasi 4 Semarang.

Wiyati, Sri. “Hasil Wawancara, Bidang Pengelolaan Pasar Dan Pedagang
Kaki Lima.” Batang, 17 September 2026, N.D.

“Hasil Wawancara.” Batang, mber 2026, N.D.

Reno, Bipet Wiwid.
2026, 2026.

ol PP.” Batang,18 September

Hesti. “Hasi ng, 20 September,

tang,” N.D.

araan Pemerintahan D

ing,” 2025, Hitps://Batan

“Pemerintah

fil Satpol PP
N.D.

atang
Wilayah
19-2039,” 2019.
Https://Jdif. .Go.1d/Fi -Daerah-No-13-Tahun-

2019-Tentang-Rencana-Tata-Ruang-Wilayah-Kabupaten-Batang-
Tahun-2019-2039.Pdf?Utm Source.



https://disperindagkop.batangkab.go.id/
https://batangkab.go.id/
https://satpolpp.batangkab.go.id/?P=1&Id=1
https://jdih.batangkab.go.id/File/Peraturan-Daerah-No-13-Tahun-2019-Tentang-Rencana-Tata-Ruang-Wilayah-Kabupaten-Batang-Tahun-2019-2039.Pdf?Utm_Source
https://jdih.batangkab.go.id/File/Peraturan-Daerah-No-13-Tahun-2019-Tentang-Rencana-Tata-Ruang-Wilayah-Kabupaten-Batang-Tahun-2019-2039.Pdf?Utm_Source
https://jdih.batangkab.go.id/File/Peraturan-Daerah-No-13-Tahun-2019-Tentang-Rencana-Tata-Ruang-Wilayah-Kabupaten-Batang-Tahun-2019-2039.Pdf?Utm_Source

115

JURNAL

Abidin, Asat, And Arina N Shebubakar. “Penataan Aset Tanah Bekas Hak
Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Di Lokasi Wisata Gili Trawangan” 7, No. January
(2024): 86-101.

Adnan, Muhammad Ali, Matiu
Ernita Br. “Legal Ce

wi Sinaga, Vincent Owen Tieson, And
ding The Right To Build On PT .
0. 0228 (2026): 719-731.

L) Persﬁektlf F|k|h Siyasqiq” 15

‘\\

f Per§er0 Daop, And | X Jember
ansi Pada Aset Tanah Di Pt Kereta Api
r Application” 2, No. 1 (2024): 190-197.

Api, an Perlakuan

ero) Daop Ix

a Novana, | G A Gangga, And Santi D
Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang T

‘Perlindungan
ya Berada Di
ak Pengelolaan Jurnal Gema Keadilan Jurn ma Keadilan”

November (2020): 195-220. -

utri, And Rahmat Aripi
Kaki Lima Di

Baru, Stasiun
Hukum & Status
Grondkaart Di” 50, No. 4 (2020).
Https://D0i.0rg/10.21143/Jhp.Vol50.No4.1043.

anjung Barat. “Jurnal

an Pemanfaatan Tanah

City, Semarang. “Legitimasi Penertiban Bangunan Liar Di Atas Tanah
Fasilitas Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang The
Legitimacy Of lllegal Building Enforcement On Public Facility Land



116

By The Civil Service Police Unit Of Semarang City” 5, No. 4 (2026):
1025-1050.

Dewi, Elsa Novrima, Darmini Roza, And Fitra Mulyawan. “Efektivitas
Penegakan Peraturan Daerah Oleh Satpol PP Terhadap Penertiban
Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Solok” 9, No. 4 (2026): 764—771.

Fahmi, Miftahul, Iskandar Syu
Pasal 30 Peraturan
2018 Terhadap

And Agus Hermanto. “Implementasi

andar Lampung Nomor 1 Tahun
Kaki Lima Perspektif Figih

s Terkait Benefical Ownerém-pi":z&-No.
VLN

.

! ‘ VA
e. “Praktik Jual Beli Di Kawasan Yang Dilar; erjualan Oleh

intah Daerah Kabupaten Sambas Dalam ektif Hukum
> 2, No. 2 (2024): 265-276.

Enforcement

Idami, atul. “Factors Affecting Harmony Among

ies In Indonesia” 5, No. 1 (2018): 164-181.

“Implikasi Pengadaan Lahan Relokasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar

Tlogosari Di Semarang” 1

Relokasi

Kabupate

Kunci, Kata, Pedagang Kaki Lima, And Ruang Terbuka. “Pemanfaatan
Ruang Terbuka Publik Sebagai Aktivitas Pedagang Kaki Lima Studi
Kasus Di Kawasan Aloon Aloon Kauman, Kota Semarang Yumna”
13, No. April (2024).



117

Mau, Hedwig Adianto, And Mardi Candra. “Analisis Yuridis Pemanfaatan
Barang Milik Negara ( BMN ) Pada Tanah Perkeretaapian Dalam
Mewujudkan Kepastian Hukum” 4, No. 2 (2025): 699—707.

Miftahul Fahmi. “Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Penertiban Pedagang Kaki
Lima Perspektif Figih Siyasah (Studi,” 2026.

Muzakir, Fohan, And Irhaz
Praja Terhada ng Kaki Lima Di Kota

ilza. “Strategi Satuan Polisi Pamong

trategy For Controlling

Street s In Lhokseuma Corresponding :
mail.C;On{ Péndah'uj,uah".03, No: 5): 70-75.

Kanun Jurnal, And limu Huk‘l}[n:';“l?eman
Api Oleh Pihak Ketiga Land Ass'gts Utiliz
ay Cfompany (Pt Kai) By Third Party’ 20,

(2018): 525

niawan Hanif. “Upaya Penegakan Hukum lui Penguatan

aran Hukum Pkl Dalam Rangka Mencipta rtib Penataan

0 (2022): 338-351.

HE Impact, O F Street, Vendo

aki Lima Di Street

olicy In T iimbangi

tuk Men eberadaan Ciri Khas

Tersendiri , erdapat Barisan P ang Memadati Kawasan

Ini . Tempat Untuk Berjualan . Lokasi Tersebut Adalah Milik
Pemerintah Dan Hak Toko Di Dinas Koperasi Dan UKM Daerah
Istimewa Yogyakarta Mencatat Bahwa Data Terakhir Yang Didapat
Terkait Dengan Jumlah PKL Yang Menempati Sepanjang” 01 (2023).

Pahlewi, Rekyan Yogi, Boby Rahman, And Kota Semarang. “Dampak



118

Penataan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai”
3, No. 2 (2023): 265-279.

Pekanbaru, D | Kota. “NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial” 12,
No. 6 (2025): 2301-2315.

Pemanfaatan, Dalam, Ruang Publik, Kawasan Pendidikan, D | Belakang,
Kentingan Universitas,
Kota” 11, No. 01 (N.

Sebelas Maret. “Jurnal Wilayah Dan

Si Soslal Dan

an Pasar'ﬁang&a'. Kota S > 20, No. 1 (2024):
.’ J . .

No 11 Tahun

\ AN\
Hukuj'nPetaturan Daerah Kabupiﬁ};r\Probo
em;ang Penataan Dan Pemberdayaan PKL
g Praja Dan Akibat Hukumnya,” No. 11 (2

Satuan Polisi
1593-1602.

Oleh Satuan
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanggeran an,” N.D.

Pedagang Kaki Lima Di Ruas Jalan Pasar S

ovva N. “Implementasi Kebijakan Penerti dagang Kaki
anado,” N.D., 48—

i Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota

Undang, And
I-‘Iukum
Agraria

Undang- Sari” Vol 9 No 1, No.

3 (2020):

-

Ponorogo, lain. “Perspektif Siyasah Syar ’ Iyyah Terhadap Relevansi
Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah” 1, No. 2
(2022).

Ponorogo, Keju D I. “Strategi Usaha Pedagang Kaki Lima Dalam” 2, No. 1



119

(2022): 63-86.

Prisina, Finka, Abdullah Akhyar Nasution, Universitas Malikussaleh, And
Pedagang Kaki Lima. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kaget Kecamatan
Stabat” 3, No. 1 (2023): 36-46.

Putri, Enjelita Esa, And Mira H
Usaha Pedagang Pas
(2026): 435447

i, Hasmira. “Faktor Yang Mempengaruhi

ase VIl Di Pasar Raya Padang” 9

Ramadan, Am i Uceng, . “Terhadap
i vang K » 17, No. 1 (2025):

\ AN
uhafnfrfad Rofl And Hesti ASr-I}R‘andarl sanaan Peran
Po||§| Pamong Praja ( Satpol PP )Dalam P

ima Di Kota Pekanbaru,” No. 1 (2025): 1—

ban Pedagang

udiana. “The
iveness Of Street Vendor Guidance Prog y The Civil
e Palice Unit Of Gresik” 01, No. 23 (2025): 670.

tqur, Kristyan DWijosusiIb, And lka Devy

h Kabupaten Batang

Selvia Mutiara Agita, Kadar Pamuji, Dan Supriyanto. “Penegakan Hukum
Terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi
Dki Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007
Tentang Ketertiban Umum” Vol.2 (No. (2020): 614-623.



120

Suhail, Ahmad, Farida Patitingi, Sri Susyanti Nur, And Universitas
Hasanuddin. “Kedudukan Hukum Hak Guna Bangunan Di Atas Hak
Pengelolaan Yang Telah Berakhir Perjanjian Pemanfaatannya” 5, No.
3 (2023): 512-523.

Syahputra, Yusuf. “Figh Siyasah; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik
Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam” 3 (2025): 993-999.

anah PT. KAI Oleh Masyarakat
ejahteraan Ekonomi .” Jurnal
Hukum Ek rticles (N.D.): 109-119.

“Tinjauan Hukum Islam P

i Sugianto, And Rizki Mustika i. “Jurnal Studi
donesia (JSI1) Figh Siyasaﬁ;:Fﬂgas Pe

1 (2025): 161-176. A4

Dalam Islam”

di, Andara Isnaini, Universitas Islam Nege matera Utara,

rticle History. “Regulating Street VVendors ugh Siya Sah
yyah: A Maslahah Based Governance M

In Indonesia” 3, No. September (2026): 14

For Regional

Ridwan. “Habitus Membentur Field Ya rubah : Sikap
aki Lima Malioboro Terhadaip R
. 03 (2025): 119-13

Kepasti ' Janjian Sewa Antara
Pemilik ‘ ~5580.

Zamroni, Muh, Riza Rahmanita, Alyada Zahra, And Fajar Hasana. “Analisis
Kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’lyyah Manuthun Bil
Maslahah Dalam Perspektif Qowaidh Figh Siyasah.” TADHKIRAH:
Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah 3 (June 15,
2026): 1-15. Https://Doi.Org/10.59841/Tadhkirah.V3i2.489.



121




